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ABSTRAK 
 

PENERAPAN   AKUNTANSI   PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL  

SEBAGAI      BENTUK   TANGGUNG  JAWAB  SOSIAL  

PERUSAHAAN  TERHADAP   LINGKUNGAN. 

(PADA  PT PERKEBUNAN NUSANTARA III 

PERSERO MEDAN) 

 

Khairun Nisa  

Program Studi Akuntansi 

Email : Kn836758@gmail.com 

 

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah menerapkan 

Tanggung jawab sosial perusahaan dengan mengadakan program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)  

merupakan alokasi laba setelah pajak sebesar  2 % untuk Kemitraan dan 2 % 

untuk Bina Lingkungan sesuai dengan Permen BUMN-02/MBU/7/2017. 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui jenis kegiatan Pertanggungjawaban 

sosial perusahaan, mengetahui dan menganalisis kesesuaina penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan  sesuai dengan ketentuan Permen 

BUMN-02/MBU/7/2017, Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaporan 

pertanggugjawaban soisal PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan  

(PSAK) no. 1  (Revisi 2009) paragraf 12. 

 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan peneliti adalah 
metode deskriftif , yaitu dengan menggambarkan dan menguraikan data  mengenai 

Tanggung jawab sosial  yang terdapat pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 

Medan, kemudia data-data tersebut dibandingkan dengan data-data masa lalu. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, Dalam mengalokasi biaya sosial perusahaan 

PTPN III (Persero) Medan belum optimal karean biaya sosial program kemitraan 

pada tahun 2017 dan 2018 hanya mencapai proporsi sebesar 1% dan untuk 

program bina lingkungan dari tahun 2015-2018 proporsi hanya 1% hal ini belum 

sesuai dengan Ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba 

setelah pajak sebesar  2 % untuk program kemitraan dan 2% untuk program bina 

lingkungan. Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban 

Sosial yang dibagi dalam dua program yaitu Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan. PTPN III (Persero) Medan telah menerapkan Akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dengan membuat laporan keuangan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

 

Kata Kunci : Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial, Tanggung jawab sosial 

perusahaan. 
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ABSTRACT 

 

 
APPLICATION OF ACCOUNTING SOCIAL RESPONSIBILITIES 

 AS FORMS  OF  SOCIAL  RESPONSIBILITY  THE  

COMPANY TOWARDS THE ENVIRONMENT. 

(IN PT PERKEBUNAN NUSANTARA III 

PERSERO MEDAN) 

 

Khairun Nisa  

Program Studi Akuntansi 

Email : Kn836758@gmail.com 

 
 

 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan has implemented 

corporate social responsibility by holding a Partnership and Community 

Development (PKBL) program. The Partnership and Community Development 

Program (PKBL) is a profit allocation after tax of 2% for Partnership and 2% 

for Community Development in accordance with the BUMN-02 / MBU / 7/2017 

Candy. This study aims to determine the types of corporate social responsibility 

activities, find out and analyze the suitability of the application of corporate 

social responsibility accounting in accordance with the provisions of Permen 

BUMN-02 / MBU / 7/2017, to find out and analyze the forms of corporate 

responsibility reporting reports PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan 

with (PSAK) no. 1 (Revised 2009) paragraph 12. 

 

 In this research, the type of research used is descriptive research. Data 

collection techniques used in this study were interviews and documentation. The 

analytical method used by researchers is descriptive method, namely by 

describing and describing data regarding social responsibility contained in PT 

Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, then these data are compared with 

past data. 

 

 Based on the results of the study, in allocating the company's social 

costs PTPN III (Persero) Medan has not been optimal because the social costs of 

the partnership program in 2017 and 2018 only reached a proportion of 1% and 

for the environment development program from 2015-2018 the proportion was 

only 1% this has not been in accordance with BUMN Candy Regulation 02 / 

MBU / 7/2017, which is the allocation of profit after tax of 2% for the 

partnership program and 2% for the environmental development program. The 

company has carried out social responsibility activities which are divided into 

two programs, namely the Partnership and Community Development Program. 

PTPN III (Persero) Medan has implemented social responsibility accounting by 

making financial reports of the Partnership and Community Development 

Program. 

 

Keywords: Social Responsibility Accounting, Corporate Social Responsibility. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

 
 Dalam dunia bisnis, sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan 

sebagai pelakunya memiliki tujuan yang berorientasi pada laba yang ingin dicapai 

semaksimal mungkin. Dilihat secara sepintas, maka tujuan tersebut memang 

merupakan salah satu hal yang dapat membangkitkan atau mengembangkan posisi 

perusahaan dikalangan bisnis atau dunia usaha. Misi perusahaan agar dapat 

menghasilkan laba yang sebesar-besarnya membuat perusahaan mencari peluang 

guna mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara sehingga akhirnya dapat 

berdampak negatif bagi lingkungannya. (Dianingtyas, 2013) 

Betapa nyata tindakan terhadap korporasi membawa dampak terhadap 

kualitas kehidupan  manusia, terhadap individu, masyarakat dan seluruh 

kehidupan di bumi ini. fenomena inilah yang kemudian memicu munculnya 

wacana tanggung jawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility) 

selanjutnya disingkat CSR.  

Pentingnya pelaksanaan Corporate Social Responsibility dalam membantu 

perusahaan menciptakan citra positifnya maka perusahaan seharusnya melihat 

Corporate Social Responsibility bukan sebagai sentra biaya (cost center) 

melainkan sebagai sentral laba (profit center) di masa mendatang (Sihombing, 

2019). Logikanya sederhana, jika Corporate Social Responsibility diabaikan 

kemudian terjadi insiden. Maka biaya yang dikeluarkan untuk biaya recovery bisa 
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jadi lebih besar dibandingkan biaya yang ingin dihemat melalui peniadaan 

Corporate Social Responsibility itu sendiri.  

Perkembangan CSR juga terkait dengan semakin parahnya kerusakan 

lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan 

hutan, polusi udara, dan air, hingga perubahan iklim. Tanggung jawab sosial 

perusahaan atau yang telah dikenal dengan istilah Coorporate Social 

Responsibility adalah perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap 

konsumen, karyawan, lingkungan, komunitas, dan segala aspek yang terlibat 

dalaam operasional perusahaan tersebut. CSR merupakan akar dari pengakuan 

bahwa bisnis merupakan bagian dalam mencapai tujuan dan aspirasi sosial. 

(ASTERINA, 2018) 

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan 

tempat perusahaan beroperasi. Tanggungjawab sosial suatu perusahaan tidak 

terbatas kepada para pengguna produk yang dihasilkannya, akan tetapi juga pada 

berbagai pihak yang berkepentingan eksternal. Misalnya, suatu perusahaan harus 

berupaya menjadi warga Negara korporasi yang bertanggungjawab antara lain 

berarti ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh 

pemerintah seperti membayar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak 

ekspor dan berbagai pajak lainnya, pemilik berbagai perizinan yang 

dipersyaratkan dan lain sebagainya. Kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial, dan bahkan keagamaan, yang berlangsung dalam masyarakat sekitar lokasi 

perusahaan adalah contoh kewajiban sosial yang lain. Peran aktif dalam 

pemeliharaan kebersihan lingkungan adalah contoh lain lagi. Upaya yang 
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sungguh-sungguh dalam mengurangi populasi udara, daur ulang limbah industri, 

tidak mencemari air, tidak membuang limbah beracun atau bahan berbahaya 

lainnya adalah contoh lain lagi (Robert, 2001).  

Akuntansi pertanggungjawaban sosial dapat memberikan informasi 

mengenai sejauh mana organisasi atau perusahaan memberikan kontribusi positif 

maupun negatif terhadap kualitas hidup manusia dan lingkungannya. 

Menurut  Belkaoui  (2006)  bahwa: “ Akuntansi       pertanggungjawaban 

sosial (Social Responsibility Accounting) didefinisikan sebagai proses seleksi 

variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur  

pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang bermanfaat 

untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan mengkomunikasikan informasi 

tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, baik di dalam maupun di luar 

perusahaan”. 

Dalam melaporkan aspek sosial ekonomi atas keterlibatan sosial 

perusahaan tersebut terhadap lingkungan sosial dan masyarakat dapat dilakukan 

dengan cara pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam 

laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan lainnya dan juga pengungkapan 

dalam catatan atas laporan keuangan. 

Saat ini bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial belum mempunyai 

format baku sehingga pelaporannya masih bersifat sukarela. Dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1  (Revisi 2009) paragraf 12 : “ 

perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), Khususnya 
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bagi industri dimana faktor– faktor lingkungan hidup memegang peranan penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan 

yang memegang peranan penting.  

 Tanggungjawab sosial diwajibkan dalam kegiatan BUMN dalam bentuk 

perseroan, hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 

tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, yaitu Perseroan 

Terbatas (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam 

wajib mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab sosisal. Sebelum 

diberlakukannya UUPT  BUMN sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh 

UU BUMN yang berlaku sejak tanggal 19 juni 2003, pasal 88 ayat (1). Perbedaan 

sasaran dan objek tanggungjawab sosial antara UUPT  dan Permenneg BUMN 

tersebut terletak dari segi pendanaan, segi Subjek perseroan yang wajib 

melaksanakan tanggungjawab sosial serta pelaksanaan tanggungjawab sosial itu 

sendiri. Sumber pendanaan tanggungjawab sosial  perseroan yang diatur dalam 

pasal 74 UUPT di anggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan 

sedangkan sumber dana Program kemitraan dan Bina Lingkungan diatur dalam 

Permeneg BUMN bersumber dari penyisihan laba  BUMN setelah pajak maksimal 

(2%) dari laba bersinya setiap tahun 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Catur Wuri Endah Lestari (2015) 

dengan judul “ Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial pada PG. 

Ngadiredjo Kab. Kediri”  hasil penelitian menunjukan bentuk aktivitas sosial pada 

PG Ngadiredjo sudah sesuai dengan peraturan menteri Negara BUMN nomor 

05/MBU/2007 yaitu program tanggungjawab sosial perusahaan diterapkan dalam 

bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Sedangkan untuk program 
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akuntansi Pertanggungjawaban Sosial PG Ngadirejo kurang optimal dan belum 

sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 05/MBU/2007 karena PG 

Ngadirejo tidak membuat laporan pertanggung jawaban seperti yang diharuskan 

yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan. (LESTARI, 2015) 

Standar Pelaporan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belum belum 

mempunyai standar yang berlaku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang 

berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri 

model pelaporan pertanggungjaban sosialnya. 

Pengungkapan CSR memberikan pemahaman bahwa CSR pada dasarnya 

adalah komitmen perusahaan terdiriri dari 3 indikator Yaitu, Ekonomi, sosial, dan 

lingkungan. Adanya unsur CSR yang lebih menekan kan pengungkapan CSR 

yaitu : 1. Diwujudkan dalam tindakan sosial yang berupa sikap perduli terhadap 

lingkungan disekitar perusahaan sesuai peraturan yang berlaku. 2. Memiliki 

komitmen untuk melakukan usaha secara etis dan legal serta penerapan dalam 

meningkatkan ekonmi pada karyawan. 3. Memiliki komitmen untuk membangun 

ekonomi secara luas dan berkesinambungan.  

Hal ini sejalan dengan data yang di ungkapakan oleh perusahaan berkaitan 

dengan aktivitas sosialnya yang meliputi tema lingkungan, ekonomi dan sosial. 

Adanya penurunan pemberian bantuan sosial kemasyarakat yang menjadi 

permasalahan perusahaan yang harus diperbaiki. 
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Tabel 1.1.  

Realisasi Penyaluran dana Program Kemitraan dan   

Bina Lingkungan PTPN III 

 
Sumber : Diolah dari data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) 

Medan  

 

Berdasarkan tabel diatas, penyaluran dana PKBL PTPN III kepada 

masyarat yaitu untuk Program Kemitraan pada tahun 2015 sebesar                      

Rp. 13.540.000.000 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp. 21.310.000.000 

sedangkan di tahun 2017 dan 2018 terus mengalami penurunan penyaluran dana 

masing-masing sebesar Rp 16.019.942.400 dan Rp 14.776.682.284. Hal ini yang 

menjadi masalah yang harus di perhatikan perusahaan karena terus menurunnya 

bantuan program kemitraan padahal perusahaan memiliki kewajiban membantu 

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan kemandirian 

masyarakat sekitar diharapkan dapat tercipta serta tumbuh bersama-sama. Belum 

teralisasinya alokasi dana yang telah diterapkan  sesuai dengan Permen BUMN-

02/MBU/7/2017 yaitu laba setelah pajak sebesar  2 %. Dalam proses penyaluran 

Program Kemitraan terdapat beberapa masalah yang dihadapi perusahaan, salah 

satunya masih terdapatnya itikat yang kurang terpuji dari para mitra binaan untuk 

membayar cicilan sehingga terjadi tunggakan. Kondisi ini akan berpengaruh 

kepada keberlangsungan program tersebut. Dimana dana dapat diberikan lebih 

banyak untuk membantu pengusaha kecil lainnya menjadi kurang optimal. 
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Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan  setiap tahunnya mengalami 

peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 2.826.073.332 pada tahun 2016 

sebesar Rp. 13.458.596.637, pada tahun 2017 sebesar Rp 14.442.132.239 dan 

pada tahun 2018 sebesar Rp 17.999..173.955. Tetapi belum mencapai . Belum 

teralisasinya alokasi dana yang telah diterapkan  sesuai dengan Permen BUMN-

02/MBU/7/2017 yaitu laba setelah pajak sebesar 2% untuk Bina Lingkungan dan  

beberapa masyarakat yang belum merasakan perubahan menganggap bahwa 

bantuan yang diberikan belum optimal.  Selain itu exploitasi sumber-sumber daya 

alam seringkali menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan yang parah. 

PTPN III mengembalikan sebagian dari laba bersih Perusahaan kepada 

masyarakat khususnya komunitas di sekitar wilayah usaha PT Perkebunan 

Nusantara III sebagai wujud kepedulian perusahaan dalam bentuk dana Kemitraan 

dan Bina Lingkungan. Hal ini merupakan bentuk Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan yang senantiasa menjalin hubungan mutualisme dengan masyarakat 

sekitar, sehingga pertumbuhan yang dialami Perusahaan bisa dinikmati tidak 

hanya oleh karyawan Perusahaan tapi juga oleh masyarakat yang lebih luas, 

dimana Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan alokasi laba setelah pajak 

sebesar  2 % untuk Kemitraan dan 2 % untuk Bina Lingkungan sesuai dengan 

Permen BUMN-02/MBU/7/2017.  

Mengingat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan serta adanya 

regulasi yang resmi terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban Sosial Sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan 

Terhadap Li ngkungan ( Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan). ”  
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1.2.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka Penelti 

mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penyaluran dana Pertanggungjawaban sosial untuk program kemitraan 

dan Bina Lingkungan Belum sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan 

dimana Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan alokasi laba setelah 

pajak sebesar  2 % untuk Kemitraan dan 2 % untuk Bina Lingkungan 

sesuai dengan Permen BUMN-02/MBU/7/2017. 

2. Masih terdapat itikad yang kurang terpuji dari para mitra binaan untuk 

membayar cicilan sehingga terjadi tunggakan. 

3. Kegiatan Pertanggungjawaban sosial PT Perkebunan Nusantara III (persero) 

Medan dalam pemberian Bantuan belum optimal.  

1.3. Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Apa Saja Jenis Kegiatan Pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatannya terhadap lingkungan Masyarakat ? 

2.  Apakah Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sosial perusahaan 

sudah sesuai dengan ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017?  

3. Bagimana kesesuaian pelaporan pertanggugjawaban soisal PT Perkebunan 

Nusantara III  (Persero) Medan dengan (PSAK) no. 1  (Revisi 2009) 

paragraf 12  ? 
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1.4. Tujuan Penelitian  
 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah:  

1. Mengetahui  jenis kegiatan Pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam 

melaksanakan kegiatannya terhadap lingkungan masyarakat. 

2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kesesuaina Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban sosial perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan 

Permen BUMN-02/MBU/7/2017. 

3. Untuk mengetahui dan Menganalisis bentuk pelaporan pertanggugjawaban 

soisal PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan dengan  (PSAK) no. 

1  (Revisi 2009) paragraf 12.  

1.5. Manfaat Penelitian  
 

Manfaat Penilitain adalah sebagai berikut:  

1.6.1.Bagi Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam pengungkapan ilmu ekonomi khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi 

dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan penerapan tanggung jawab sosial perusahaan   

1.6.2.Bagi Perusahaan.   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi 

untuk pengambilan kebijakan oleh menajemen peruhaaan mengenai 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Serta memberikan 
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wawasan yang leih luas dalam memahami, menganalia serta memberikan 

ulasan mengenai penerapan akuntansi pertanggung jawaban sosial. 
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BAB 2  

KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1. Uraian Teori  

 2.1.1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

2.1.1.1.Definisi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan  

Definisi tanggung jawab sosial perusahaan menurut A. B Susanto 

(2011:) yaitu: “Tanggung jawab perusahaan baik kedalam maupun keluar 

perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan pada pemegang saham dan 

karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan, 

sedangkan tanggungjawab ke luar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai 

pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan 

dam kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi 

mendatang”. 

 

Sedangkan menurut R. Wayne Mondy (2008) dalam H. Sihombing 

(2019) Yaitu :  “ Tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) adalah Kewajiban yang diimplikasikan, didorong, atau 

dirasakan para manajer, yang bertindak dalam kapasitas resmi mereka, untuk 

melayani atau melindungi kepentingan - kepentingan dari kelompok – 

kelompok di luar diri mereka sendiri”. 

 

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa bentuk pertanggungjawaban 

sosial perusahaan atau Corporate Social Resposibility (CSR) adalah perilaku 

transparan dan etis yang mendukung kesejahteraan semua stakeholder, 

termasuk masyarakat dan lingkungan, yang terintegrasi dalam keseluruhan 

praktik operasional organisasi. CSR merupakan kepedulian perusahaan yang 

didasari tiga prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines, 

yaitu: Profit (Keuntungan), People (Masyarakat) dan Planet (Lingkungan). 

Definisi dari Corporate Sosial Responsibility (CSR) itu sendiri telah 

dikemukkkan oleh banyak pakar. Menurut (ASTERINA, 2018) CSR sebagai 
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“ a business actc in socially responsible mamer when is decision and account 

for an balance diverse stake holder interst”. 

Definisi ini menekankan kepada perlunya memberikan perhatian 

secara seimbang terhadap berbagai stakeholders yang beragam dalam setiap 

keputusan dan tindakan yang diambil oleh para pelaku baisnis melalui 

perilaku yang secara sosial bertanggungjawab.  

Menurut Kotler dan Lee (2005)  Menyatakan bahwa : “Corporate 

social responsibility is a commitment to improve community well being 

through discretionary business practices and contribution of corporate 

resources”. 

Dalam definisi tersebut, kotler dan Lee memberikan penekanaan pada 

kata discretionary yang berarti kegiatan CSR semata-mata merupakan 

komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan 

kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang 

diwajibkan oleh hukum dan undang-undang seperti kewajiban untuk 

membayar pajak atau kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang 

ketenaga kerjaan. 

2.1.1.2. Perkembangan Corporate Social Responnsinility 

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social 

responsibility) tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini 

berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun 

eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR. 

Terdapat tiga periode penting dalam perkembangan konsep CSR, 

adalah sebagai berikut :  
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Berkembangnya konsep tanggung jawab sosial di era tahun 1950 -

1960 tidak terlepas dari pemikiran para pemimpin perusahaan yang pada saat 

itu menjalankan usaha mereka dengan mengindahkan prinsip derma atau 

(charity principle) dan prisip perwalian (stewardship principle). Selain itu 

munculnya kosep pemangku kepentingan (stakeholders) yang mulai 

diperkenalkan oleh Stanford  Research Intitute (SRI)  pada tahun 1963 telah 

ikut mengubah konsep CSR pada akhir penghujung tahun 1960-an. 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR di era 

tahun 1970-1980-an, terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh 

terdapat perkembangan konsep CSR pada era tahun 1970-1980. Pertama, 

periode awal tahun 1970-an merupakan periode perkembanganya pemikiran 

mengenai manajemen para pemangku kepentingan. Hasil-hasil penelitian 

empiris yang dilakukan oleh Freeman maupun Donaldson dan preston 

menunjukkan perlunya perusahaan untuk memerhatikan kepentingan para 

pemangku kepentingan dalam keputusan-keputusan perusahaan yang akan 

memberikan dampak terhadap para pemangku kepentingan. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep 

CSR di era tahun 1990-an sampai saat ini. Selain peruban CSR yang 

disebabkan oleh diperkenalkannya konsep sustanadble development yang 

mendorong munculnya sustainability report dengan menggunakan triple 

bottem line yang dikembangkan oleh Elkington maupun GRI. 

2.1.1.3.Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR)  

Di dalam penerapan CSR pada suatu perusahaan, terlebih dahulu harus 

diketahui apa yang menjadi tujuan dari CSR itu sendiri, pada dasarnya tujuan 

CSR adalah menyediakan informasi yag mungkin dilakukan evaluasi 
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pengaruh kegaitan perusahaan kepada masyarakat. Pengaruh kegiatan 

perusahaan ini bisa negatif, yang berarti menimbulkan biaya sosial pada 

masyarakat atau positif, yang berarti menimbulkan manfat sosial pada 

masyarakat. Untuk lebih jelas tujuan CSR adalah untuk mengukur biaya dan 

manfaat sosial dan kemudian melaporkan sehingga dapat diadakan 

pengaturan seperlunya agar keuntungan sosial dapat menjadi maksimal. Dan 

dapat dikatakan lagi bahwa tujuan CSR adalah membebani pusat pertanggung 

jawaban dengan biaya yang dikeluarkan serta untuk mengevaluasi hasil kerja 

suatu pusat pertanggung jawaban untuk meningkatkan operasi-operasi 

perusahaan di waktu yang akan datang.  

2.1.1.4.Prinsip-Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) 

Penerapan CSR haruslah memiliki landasan yang kuat sehingga 

dengan demikian tidak ada suatu alasan apapun yang dapat membiaskan 

pemahaman terhadap CSR sebagai suatu tuntutan untuk menciptakan 

kehidupan yang lebih baik bagi dunia. CSR sebagai konsep pada aplikasinya 

telah didasarkan pada berbagai prinsip-prinsip yang tidak distandarisasikan 

oleh perkembangan duniausaha dan pemerhati lingkungan hidup bahkan 

sampai organisasi dunia. Hal ini tentu saja memberikan pembatasan terhadap 

prinsip CSR baik itu yang melatarbelakangi lahirnya CSR maupun prinsip 

dalam penerapan CSR itu sendiri. 

Menurut (ASTERINA, 2018) beberapa standarisasi prinsip CSR dapat 

diuraikan sebagai berikut:   

1. GCG (Good Corporate Govermance)  

GCG memiliki kaitan yang erat dengan CSR. GCG menekankan 

pada tindakan perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak eksternal 

yang pada akhirnya mengarahkan kepada pertanggung jawaban sosial.   
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2. Keterbukaan informasi (transparancy )  

 Secara sederhana, bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi. 

Dalam mewujudkan prinsip ini perusahaan dituntut untuk menyediakan 

informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada Stakholder-nya.  

3. Akuntabilitas (Accountability)  

Merupakan kejelasan fungsi struktur, sistem dan pertanggung 

jawaban elemen perusahaan. Apabila prinsip ini diterapkan secara 

efeketif, maka akan ada kejelasan akan fungsi, hak, kewajiban dan 

wewenang serta tanggung jawab antar pemegang saham, dewan 

komisaris dan dewan direksi.   

4. Kemandirian (independency)  

Intinya agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada 

benturan kepentingan dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari 

pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

 

2.1.1.5 Indikator Pengungkapan CSR  

Dasar hukum PKBL ialah peraturan MENTERI BUMN No. 40 Tahun 

2007 Bahwa setiap BUMN Wajib Membetuk unit kerja khusus yang 

menangani langsung masalah pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

dimana besaran alokasi tersebut bernilai 2% dari laba bersih. Pada saat ini 

telah diperbaharui menjadi Permen BUMN-02/MBU/7/2017 tentang Program 

Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina 

lingkungan. Berikut penjelasan indikator dari program kemitraan dan bina 

lingkungan : 

1.  Program Kemitraan (PK) 

Program kemitraan adalah program CSR BUMN untuk usaha kecil, 

yaitu program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar 

menjadi tangguh, terberdaya dan mandiri disertai dengan pembinaan 

atau bimbingan yang sumber dananya berasal dari laba Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Ruang lingkup bantuan program Kemitraan 

yakni sebagai berikut: 
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1) Bantuan pinjaman modal 

2)  Bantuan pembinaan 

3)  Bantuan pendampingan 

2. Program Bina Lingkungan (BL) 

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi 

sosial masyarakat oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ruang 

lingkup bantuan program Bina Lingkungan yakni sebagai berikut : 

1) Bantuan kesehatan 

2) Bantuan pendidikan 

3) Bantuan pengembangan sarana prasarana umum 

4) Bantuan sarana ibadah 

5) Bantuan pelestarian alam. 

6) Bantuan Bencana alam. 

2.1.2.Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

2.1.2.1.Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  

Menurut Samryn (2012) “Akuntansi Pertanggungjawaban merupakan 

Suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat 

pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk 

mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bahan dari sistem 

pengendalian manajemen”. 

Sistem ini diciptakan untuk memberikan keleluasaan kepada manajer 

untuk mengelola bagian organisasai yang dipimpinnya secara optimal sebagai 

salah satu model desentralisasi. 
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2.1.2.2.Definisi Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial  

Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial atau SEA menurut 

Belkaoui (2006) dalam bukunya tentang Sociol Economic Accounting  yaitu: 

“SEA timbul dari penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut 

pengaturan, pengukuran analisis, dan pengungkapaan pengaruh ekonomi dan 

sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk kegiatan yang 

bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk mengukur dan 

mengungkapkan kegiataan ekonomi dan sosial Negara mencakup social 

accounting dan reporting peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. 

Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh 

kegiatan perusahaaan terhadap lingkungannya, mencakup: financial dan 

managerial social accounting, social auditing”.  

 

Menurut Lidya Asterina Menyatakan Bahwa : “Akuntansi pertanggung 

jawaban sosial (Social Responsibility Accounting) didefinisikan sebagai proses 

seleksi variabel-variabel kinerja sosial tingkat perusahaan, ukuran dan prosedur 

pengukuran, yang secara sistematis mengembangkan informasi yang 

bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan dan 

mengkomunikasikan informasi tersebut kepada kelompok sosial yang tertarik, 

baik di dalam maupun di luar perusahaan. Akuntansi pertanggung jawaban 

sosial dapat memberikan informasi mengenai sejauh mana organisasi atau 

perusahaan memberikan kontribusi positif maupun negatif terhadap kualitas 

hidup manusia dan lingkungannya”. 

 

CSR menjelasakan bahwa komitmen dunia usaha untuk terus menerus 

bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk 

peningktan ekonomi, bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari 

karyawan dan keluarganya sekaligus juga peningkatan kualitas komunitas lokal 

dan masyarakat sacara lebih luas.  

Oleh karena itu, perusahaan harus berjuang keras agar memperoleh laba 

yang optimal dalam jangka panjang serta senantiasa mencari peluang bagi 

pertumbuhan di masa depan. Disamping kepada pemegang saham, tanggung 

jawab sosial ke dalam ini juga diarahkan kepada karyawan. Karena hanya 

dengan kerja keras, kontribusi, serta pengorbanan merekalah perusahaan dapat 

menjalankan berbagai macam aktivitasnya serta meraih kesuksesan.  
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2.1.2.3. Faktor Penyebab Munculnya Akuntansi Pertanggungjawaban 

Sosial  

Menurut Meek, Robert, dan Gray (1995) menyatakan Bahwa “ 

Perusahaan besar memiliki kemampuan utuk merekrut karyawan yang ahli, 

serta adanya tuntutan dari pemegang saham dan analis, sehingga perusahaan 

besar memiliki insentif untuk melakukan pengungkapn yang lebih luas dari 

perusahaan kecil.  

Dengan  berkembangnya badan usaha berbentuk PT, maka semakin 

banyaklah masyarakat dan institusi yang menjadi  pemodal. Fungsi pendanaan 

terpisah dari fungsi manajemen, inilah  yang   disebut  revolusi manajemen.  

Dalam situasi ini,  para pemegang  saham  tidak lagi  terlibat dalam kegiatan   

manajemen. Hal ini menimbulkan kebutuhan  untuk membuat laporan 

keuangan sebagai sarana pertanggungjawaban  dari manajer kepada para 

pemegang saham.   

Setiap aktivitas perusahaan secara langsung atau tidak langsung 

berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Menurut Usmansyah (1989) bahwa 

sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal 

dari masyarakat dan lingkungannya.  

2.1.2.4.Tujuan    Akuntansi  Pertanggung-jawaban  Sosial  

Ada tiga tujuan akuntansi pertanggungjawaban sosial  yaitu:   

1. Untuk mengidentifikasikan dan mengukur sumbangan sosial netto periodik 

dari suatu perusahaan, yang meliputi bukan hanya biaya dan manfaat yang 

diinternalisasikan ke dalam perusahaan, namun juga yang timbul dari 

eksternalitas yang mempengaruhi bagianbagian sosial yang berbeda.   

2. Untuk membantu menentukan apakah praktek dan strategi perusahaan 

yang secara langsung mempengaruhi sumber daya relatif dan keadaan 
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sosial adalah konsisten dengan prioritasprioritas sosial pada satu sisi dan 

aspirasi-aspirasi individu pada sisi lainnya.  

3. Untuk menyediakan dengan cara yang optimal bagi semua kelompok 

sosial, informasi yang relevan mengenai tujuan, kebijakan, program, 

kinerja dan sumbangan perusahaan pada tujuan-tujuan sosial.   

2.1.2.5.Ruang Lingkup Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial  

Brummet dalam Glautier dan Underdown (1986) membagi bidang-

bidang social perusahaan menjadi lima, yaitu:   

1. Sumbangan terhadap laba bersih (net profit contribution)  

2. Sumbangan terhadap sumber daya manusia (human resources 

contribution)  

3. Sumbangan terhadap public (public contribution)  

4. Sumbangan terhadap lingkungan (environmental contribution)  

5. Sumbangan terhadap barang atau jasa (product or service  

Contribution) 

2.1.2.6.Landasan hukum tentang Akuntansi Pertanggung-jawaban Sosial 

BUMN sudah menerapkan CSR yang diwajibkan oleh UU BUMN 

yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2003. Pasal 88 ayat (1) UU BUMN 

menyebutkan bahwa BUMN dapat menysisihkan sebagian laba bersihnya 

untuk keperluan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi serta pembinaan 

masyarakat di sekitar BUMN. Pelaksanaan CSR di perusahaan BUMN diatur 

oleh Peraturan Menteri Negara BUMN (Permenneg BUMN) melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagai manifestasi telah 

dikeluarkannya Permenneg Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-

05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan 
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Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, pada 

pasal 1 angka 6, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan ke dalam 2 (dua) 

program yaitu Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program 

Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan yang dimaksud adalah 

program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh 

dan mandiri, sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program 

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Sumber pendaan 

kedua program ini semula melalui pemanfaatan dana laba BUMN setelah 

pajak maksimal 2% (dua persen) dari laba bersihnya setiap tahun, dan 

diperbaharui dengan melalui pemanfaatan dan BUMN. 

2.1.3. Laporan Akuntansi Pertanggung Jawaban Sosial 

2.1.3.1.Pelaporan Akuntansi Pertanggung  Jawaban Sosial 

Untuk melaporkan kegiatan tanggungjawab sosial maka diperlukan 

pendekatan. Tujuan dari melakukan pendekatan adalah untuk  

mengungkapkan aktivitas – aktivitas pertanggung jawaban sosial dan juga 

tujuan dari setiap aktivitas tersebut disertai hasil yang dicapai oleh perusahaan 

sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pendekatan dalam pelaporan dalam 

akuntansi sosial ekonomi dapat dilakukan dengan 4 (empat) pendekatan 

menurut Harahap (2007) dalam H.Sihombing (2019) yaitu: (a) Inventory 

Approach, (b) Cost Approach, (c) Social Program Management Approach, 

dan (d) Cost Benefit Approach. 

2.1.3.2. Pengungkapan CSR 

Hendriksen (2000), mendefinisikan pengungkapan (disclosure) 

sebagai penyajian informasi yang dibutuhkan untuk pengoperasian secara 

optimal pasar modal yang efisien. Pengungkapan ada yang bersifat wajib 
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(mandatory) yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan 

berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat 

sukarela (voluntary) yang merupakan pengungkapan informasi tambahan dari 

perusahaan.  

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang 

saham dan berfokus pada pencapaian laba disamping itu juga mempunyai 

tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar, dan hal itu perlu 

diungkapkan dalam laporan tahunan. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 2009) Paragraf kedua belas : “Entitas dapat 

pula menyajikan terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai 

lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), 

khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang 

peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai 

kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan 

tambahan tersebut diluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”. 

 

Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan 

informasi yang sifatnya sukarela. Oleh karena itu, perusahaan memiliki 

kebebasan untuk mengungkapkan informasi yang tidak diharuskan oleh 

Badan Penyelenggara Pasar Modal (Bappepam). Keragaman dalam 

pengungkapan disebabkan oleh entitas yang dikelola oleh manajer yang 

memiliki filosofis manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya 

dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat. 

 

2.1.3.3.  Bentuk-bentuk  Kegiatan  dari   Corporate  Sosial Responsibility  

Bentuk keterlibatan perusahaan tergantung pada lingkungan sosial 

masyarakat, sifat dan keadaan yang berbeda dari satu masyarakat dengan 

masyarakat lain. Bentuk-bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan adalah sebagai berikut:   
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1. Pengawasan terhadap efek polusi.  

2. Riset dan pengembangan lingkungan   

3. Pengelolaan sampah dan limbah.  

4. Perbaikan kerusakan alam dan konversi alam   

5. Keindahan lingkungan   

6. Pengurangan suara bising penggunaan tanah   

7. Kerjasama dengan pemerintah danUniversitas   

8. Pembangunan lokasi rekreasi   

9. Memperhatikan hak-hak karyawan   

10. Jujur dalam iklan   

11. Mengontrol kualitas produk   

12. Pemberian kredit   

13. Servis yang memuaskan   

14. Produk yang sehat   

15. Jaminan kepuasan pelanggan.  

2.1.4. Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan 

Masyarakat. 

Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan  memang bermacam-

macam, namun yang paling utama adalah melakukan “penyelamatan” 

terhadap sumber daya alam yang semakin lama semakin terganggungu 

keseimbangannya. Tanggung jawab sosial perusahaan atau Coorporate Social 

Responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya 

perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap 
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seluruh pemangku kepentingan, yang di antaranya adalah konsumen, 

karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segal aspek 

operasional perusahaa yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan.  

Permen BUMN-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan BUMN 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Berdasarkan Peraturan 

Menteri tersebut, pada pasal 1 angka 6, bentuk kepedulian BUMN dijabarkan 

ke dalam 2 (dua) program yaitu Program Kemitraan BUMN dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Setiap perseroan atau 

penanamna modal diwajibkan untuk malakukan sebuah upaya pelaksanaan 

tanggung jawab sosial perusahaan yang telah dianggarkan dan diperhitungkan 

sebagai biaya Perseroan. Kebijakan ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan 

yang tidak menjalankan kewajiban tersebut.  

2.1.5 Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh beberapa penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.1. 

Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Peneliti  

Judul penelitian  Hasil penelitian   

1 Elsha 

Kristiana, 

DKK 

(2014) 

 

Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sosial Sebagai Bentuk 

Tanggung 

Jawab Perusahaan Terhad

ap Lingkungan Sekitarnya  

(Studi Pada Pt Petrokimia 

Gresik) 

PT Petrokimia Gresik telah melaksanakan beberapa 

aktivitas-aktivitas sosialnya sebagai bentuk tanggung 

jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. 

Aktivitas-aktivitas tersebut dikelompokkan menjadi 

2, yaitu kontribusi terhadap masyarakat dan 

kontribusi terhadap lingkungan. Untuk melaksanakan 

aktivitas sosialnya, perusahaan mengeluarkan biaya-

biaya sosial  yang dapat disusun menjadi laporan 

pertanggungjawaban . 
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2 Halomoan 

Sihombing 

(2019) 

Analisis Akuntansi 

Pertanggungjawaban 

Sosial Perusahaan Pt 

Telekomunikasi Indonesia 

(Persero), Tbk. Regional I 

Dalam hal laporan CSR, PT Telkom Regional 1 telah 

melaporkan biaya sosial yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menunjang aktifitas 

pertanggungjawaban sosial perusahaan. Berdasarkan 

pengamatan terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan 

perusahaan maka elemen-elemen yang terkandung 

didalam laporan biaya sosial dapat dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: Kontribusi kepada Masyarakat, 

Kontribusi kepada Lingkungan Hidup dan Kontribusi 

kepada Sumber Daya Manusia. 

3 Lucia 

Dianingtyas 

(2013) 

Analisis  Penerapan  Aku

ntansi Pertanggungjawaba

n  Sosial  Terhadap 

Lingkungan Dan Masyara

kat Untuk Mengukur 

Kinerja Sosial pada Pt. 

Astra International,Tbk. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Astra 

International telah menerapkan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial. Dalam hal ini 

perusahaan telah melaksanakan berbagai macam 

kegiatan sosial terhadap lingkungan dan masyarakat 

agar dapat membantu mengentaskan segala 

problematika yang ada pada masyarakat Indonesia 

saat ini. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya 

yayasan sosial, pendidikan dan lain sebagainya. 

 

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual  

Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan 

terhadap lingkungan.  PT Perkebunsn Nusantara III (Persero) Medan merupakan 

perusahaan yang diwajibkan memenuhi tanggungjawab sosial kareana merupakan 

perusahaan yang mejalankan usaha dalam sumber daya alam. Hal  ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan Perseroan. 

PTPN III melaksanakan bantuan sosial dalam bentuk merealisasikan dana 

Program Kemitran dan Bina Lingkungan kepada masyarakat . hal ini akan 
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dilaporkan dalam laporan biaya pertanggungjawaban sosial bagian PKBL PTPN 

III. Dalam hal ini peneliti melakukan evaluasi kesesuain penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dengan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 tentang 

Program Kementrian Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan 

Program Bina Lingkungan . Program Kemitraan adalah program untuk 

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. 

Sementara Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi 

sosial masyarakat oleh BUMN. Hal ini dapat membantu memberikan informasi 

pada pihak internal maupun ekternal  dari laporan keuangan. Selain itu juga dapat 

membatu dalam pengambilan keputusan  dalam upaya meningkatkan performa 

ekonomi dan lingkungan didalam maupun sekitar PT Perkebuan Nusantara III 

(persero) Medan. 

Laporan biaya pertanggungjawaban sosial bagain PKBL akan di laporkan 

dalam Laporan Tahunan  (Annual Report). Hal ini dilakukan sesuai dengan PSAK 

No. 1 (Revisi 2009) paragraf 12 “ perusahaan dapat pula menyajikan laporan 

tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 

(value added statement), Khususnya bagi industri dimana faktor– faktor 

lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap 

pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”. 

Dalam PSAK  ini perusahaan dianjurkan untuk melakuakn pelaporan biaya 

pertabggungjawaban sosial dalam Laporan tahunan (Annual Report) setiap 

tahunnya tanpa terkecuali dengan PT Perkebunan Nusantra III (Persero) Medan. 
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Gambar 2.1. Kerangka Berfikir Konseptual 
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PSAK no.1 (revisi 2009) 
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Mengevaluasi kesesuaian penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban 
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BAB 3  

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Jenis Penelitian  
 

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif (descriptive 

research) merupakan penelitian terhadap masalah masalah berupa fakta saat ini 

dari suatu objek penelitian. Tujuan penelitian deskriptif adalah menjawab 

pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari objek yang diteliti.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian. Penelitian ini berupa analisis implementasi dan penerapan 

prosedur akuntansi atas pelaporan dan pengungkapan CSR yang dilakukan 

perusahaan BUMN di Kota Medan studi kasus PT. Perkebunan Nusantara III 

(Persero) Medan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang 

program CSR yakni berupa realisasi dana Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

Penulis juga membahas data persentase anggaran untuk biaya 

pertanggungjawaban sosial yang diterapkan oleh perusahaan serta data tentang 

lingkungan yang akan di dapat melalui wawancara kepada karyawan dan laporan 

CSR.  

3.2. Definisi Operasional  

Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial adalah tanggung jawab sebuah 

organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-

kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk



28 

 

 

 

 perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan 

termasuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan 

pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma 

perilaku internasional serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh. 

Indikator dari variabel tersebut adalah beasiswa pendidikan, kesehatan 

masyarakat, penghijauan, pembinaan UMKM, pembangunan komunitas, dan 

kinerja social. 

3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini  tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban social 

sebagai Bentuk Tanggung jawab social Perusahaan Terhadap lingkungan pada        

PT. Perkebunan Nusantara III (Pesero) Medan,  Penelitian ini dilaksanakan Pada 

Bulan desember 2019  pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) medan Yang 

beralamat di Sei Batang Hari no. 2, Simpang Tanjung, Medan Sunggal, Kota 

Medan, Sumatera Utara. 

Tabel 3.1.  

Rencana jadwal Penelitian 
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3.4.Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mendapatkan data dilapangan. Dalam penelitian ada beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan yakni :  

3.4.1 Dokumentasi 

Menurut danial (2009) dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah 

dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah 

penelitian. Adapun beberapa data yang diperoleh yaitu Realisasi Biaya CSR, 

Laporan keuangan perusahaan, struktur organisasi dan Gambaran Umum 

perusahaan pada PT. Perkebunan Nusantra III (Persero) Medan.   

3.4.2. Wawancara   

Wawancara digunakan untuk mengeksploitasi implementasi dan 

perlakuan akuntansi dari transaksi yang berkaitan dengan program CSR PT. 

Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Wawancara yang dilakukan 

bersifat terstruktur dan tidak terstruktur.  
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Tabel 3.2.  

Daftar wawancara 

 

3.5.Teknik Analisis Data  

Menurut Moleong (2007) mengemukakan bahwa analisis kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata -

kata tertulis Maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif Kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan hasil temuannya yang berasal dari data data yang dkumpulkan 

melalui proses observasi di objek penelitian yang kemudian akan dianalisi 

penerapan akuntansi pertanggung jawaban sosial PT Perkebunan Nusantara III 

(Persero) Medan yang meliputi analisis terhadap pengakuan, pengungkapan, 

pengukuran, dan pelaporan. Hasil analisis terhadap selanjutnya dibandingkan 
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dengan regulasi yng berlaku di indonesia Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 

2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan, Standar 

Akutansi untuk penyajian laporan PSAK No.1 (Revisi 2009) dan pedoman 

laporan keberlanjutan. Proses analisis data kualitataif dilakukan dengan tahap 

sebagai berikut: 

1. Reduksi data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah penelitian memperoleh data, 

harus lebih dulu dikaji kelayakan dengan memilih data mana yang benar-

benar dibutuhkan dalam penelitian ini.  

2. Penyajian data  

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

disesuaikan dan diklarifikasikan untuk mempermudah penelitian dalam 

menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data . 

3. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan selama Penelitian berlangsung makna makana yang muncul 

dari data yang diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya 

sehingga diproleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi  Data 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan  

PT Perkebunan Nusantara III disingkat PTPN III (Persero) beralamat di 

Jl. Sei Batanghari No.2 Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu dari 14 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan yang bergerak dalam bidang 

usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan. Kegiatan 

usaha Perseroan mencakup usaha budidaya dan pengolahan tanaman kelapa 

sawit dan karet. Produk utama Perseroan adalah Minyak Sawit (CPO = Crude 

Palm Oil) dan Inti Sawit (PKO = Palm Kernel Oil) dan produk hilir karet. 

Sejarah Perseroan diawali dengan proses pengambilalihan perusahaan-

perusahaan perkebunan milik Belanda oleh Pemerintah RI pada tahun 1958 

yang dikenal sebagai proses nasionalisasi perusahaan perkebunan asing 

menjadi Perseroan Perkebunan Negara (PPN). 

Tahun 1968, PPN direstrukturisasi menjadi beberapa kesatuan 

Perusahaan Negara Perkebunan (PNP) yang selajutnya pada tahun 1974 bentuk 

badan hukumnya diubah menjadi PT Perkebunan (Persero). Guna 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha perusahaan BUMN, 

Pemerintah merestrukturisasi BUMN subsektor perkebunan dengan melakukan 

penggabungan usaha berdasarkan wilayah eksploitasi dan perampingan 

struktur organisasi. Diawali dengan langkah penggabungan manajemen pada 
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tahun 1994, 3 (tiga) BUMN Perkebunan yang terdiri dari PT Perkebunan III  

(Persero), PT Perkebunan IV (Persero) dan PT Perkebunan V (Persero) 

disatukan pengelolaannya ke dalam manajemen PT Perkebunan Nusantara III 

(Persero). 

Selanjutnya melalui Peratutan Pemerintah No.8 tahun 1996 tanggal 14 

Februari 1996, ketiga perseroan tersebut digabungkan dan diberi nama PT 

Perkebunan III (Persero) yang kantor pusatnya berkedudukan di Medan, dan 

perkebunan-perkebunan PTPN3 tersebar di Sumatera Utara sampai 

keperbatasan Aceh dan Sumatera Barat. 

Perseroan melakukan pengelolaan hasil tanaman dari kebun sendiri. Kebun 

PIR (Perusahaan Inti Rakyat) plasma maupun dari pihak pihak lain menjadi 

barang setengah jadi atau barang jadi dengan bentuk produk sebagai Berikut :  

1. Komiditi karet 

Sumatera utara dikenal sebagai penghasil karet bermutu tinggi, lebih 

dari 38.000 hektar lahan karet PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan 

diusahakan untuk menghasilkan karet kualitas terbaik di Dunia. Mutu Produk 

RSSI, SIR-10, SIR-20 dan Lateks pekat mamapu menebus pasar 

Internasional, disejumlah pabrik ban terbesar seperti Bridgestone, Dood Year, 

Firestone, Han Kook dan lainnya. 

2. Komiditi Kelapa Sawit 

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) III Medan menjadikan minyak 

dan inti sawit sebagai komoditi Utama yang memeberikan konstribusi besar 

bagi pendapatan perusahaan. Produk minyak dan Inti sawit yang dihasilkan 
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perusahaan sudah dikenal dipasar lokal dan Internasional dengan pasokan 

yang tepat waktu kepada pembeli dengan mutu yang dihasilkan Crude Plam 

Oil (CPO), Palm Kernel Oil (PKO), palm kernel (PK), dan Palm Kernel Meal 

(PKM). 

PT Perkebunan  Nusantara III (Persero) Medan memasarkan hasil 

komoditi kelapa sawit dan karet ke pasar lokal dan luar negeri melalui PT. 

Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) yang berkeduddukan di 

Jakarta. 

4.1.2 Struktur Organisasi Bagian PKBL PTPN III (Persero) Medan 

Struktur organisasi dari suatu perusahaan dalam penerapannya selalu 

berbeda dengan perusahaaan lain. Hal ini disebabkan tidak adanya struktur 

organisasi yang standar yang dapat diterapkan kepada semua perusahaan. 

Sehingga untuk menetapkan suatu organisasi yang digunakan perusahaan 

harus melihatkan pada kebutuhan dan jenis perusahaan yang digunakan.  

Penetapan struktur organisasi dapat mendukung pencapaian 

perusahaan, sebaliknya struktur organisasi yang tidak tepat akan 

mengakibatkan pemborosan bagi perusahaan.  

Organisasi juga merupakan suatu proses yang menghasilkan prosedur 

dan peraturan yang memerlukan struktur organisasi. Struktur organisasi di 

dalam perusahaan merupakan sistem yang mengatur penetapan dan 

pembagian tugas kepada masing-masing tugas ini, maka peran struktur 

organisasi sangat diperlukan. Berikut adalah struktur organisasi dan job 

description bagian program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) PTPN III 

(Persero) Medan. 
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Struktur Organisasi  

Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Bagian PKBL PTPN IIII (Persero) Medan 

1. Job Description Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkingan 

a. Kepala Bagian 

Tugas  Pokok :  

a) Mengawasi dan mengevaluasi penyusunan RKAP, RKU dan RKA 

bagian PKBL dengan cara melakukan koordinasi dengan bagian dan 

Kebun/Unit agar rencana kerja dan anggaran terkendali. 

b) Mengevaluasi laporan pelaksanaan PKBL triwulan, semester dan 

tahunan dengan cara mempedomani Surat Edaran Menteri Negara 

BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003 untuk pencapaian kinerja . 
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c) Mengevaluasi penyaluran dana PKBL dengan cara mempedomani 

Peraturan Menteri Nomor : PER-05/MBU/2007 agar tepat sasaran. 

d)  Mengevaluasi penerimaan pengembalian dana kemitraan dengan cara 

membandingkan piutang yang telah jatuh tempo dengan jumlah 

penerimaan cicilan untuk mengetahui tingkat kemacetan piutang. 

e)  Mengawasi penyusunan Standard Operating Procedur (SOP) dengan 

cara melakukan koordianasi dengan bagian dan Kebun/Unit untuk 

mendapat persetujuan dari Direksi. 

f)  Berupaya mengurangi resiko kemacetan dengan cara menyerahkan 

agunan dan mengasuransikan Mitra Binaan agar pinjaman dapat 

dikembalikan tepat waktu. 

g) Melakukan pemantauan, monitoring dan pembinaan terhadap Mitra 

Binaan dengan cara memberikan surat teguran kepada Mitra Binaan 

agar dapat dilakukan rescheduling/reconditioning. 

b. Kaur Administrasi Keuangan dan Umum. 

Tugas Pokok :  

a)  Mengkordinir pembuatan draf RKAP dan RKA tahunan dengan cara 

melakukan koordinasi antar urusan dan bagian terkait agar RKAP dan 

RKA yang dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perusahaan. 

b)  Mengkordinir dan memeriksa pembuatan draf laporan pelaksanaan 

PKBL triwulan, semester dan tahunan dengan cara memenuhi Surat 

Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003. 
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c) Mengkordinir pembuatan draf alokasi dana per wilayah kerja PTPN III 

dengan cara berkoordinasi dengan Kebun/Unit dan bagian terkait 

untuk menetapkan besaran alokasi dana per wilayah kerja. 

d) Melakukan analisa keuangan terhadap proposal CMB dengan cara 

membobot agar dapat menentukan besar pinjaman yang layak. 

e) Mengkordinir pembuatan draf usulan besarnya bantuan yang diberikan 

kepada Calon Mitra Binaan/Objek Bina Lingkungan dengan cara 

membandingkan hasil analisis dengan pengajuan proposal untuk 

kewajaran pemberian bantuan. 

f) Mengkoordinir pembuatan draf surat perjanjian dengan cara 

melegalisasikan ke Notaris untuk terjaminnya aspek hukum. 

g) Mengusulkan surat teguran I, II, III dengan cara menganalisis 

pembayaran angasuran agar angsuran tertagih lancar. 

h) Mengusulkan Mitra Binaan yang akan di rescheduling/reconditioning 

dengan cara menganalisis kemampuan membayar angsuran agar 

piutang tertagih. 

i) Mengevaluasi calon peserta pameran dengan cara menseleksi Mitra 

Binaan untuk mendapatkan produk yang layak untuk dipamerkan . 

j)  Menyusun rencana biaya pelatihan terhadap Calon Mitra Binaan . 

k)  Mengkoordinir pengadministrasian dokumen agar terjamin 

keamanannya. 

l) Mengevaluasi biaya bantuan dengan cara membandingkan antara harga 

pasar dengan harga proposal agar mendapatkan harga yang paling 

murah. 



38 

 

 

m) Menganalisis RKAP dan RKA secara periodik dengan cara 

membandingkan realisasi dengan RKAP dan RKA untuk mendapatkan 

kinerja yang ditetapkan. 

n) Menyerahkan dana pinjaman ke rekening CMB dengan cara 

mentransfer ke rekening CMB agar jumlah yang diterima sesuai 

dengan yang diperjanjikan. 

c. Kaur Perencanaan dan Pembinaan. 

Tugas Pokok : 

a) Menerima dan menindaklanjuti proposal Kemitraan dan Bina 

Lingkungan setelah didisposisi oleh Kepala Bagian dan 

meneruskannya ke masing-masing Staf Urusan. 

b) Melakukan analisa terhadap proposal Calon Mitra Binaan yang 

memenuhi kriteria dan mempunyai prospek untuk menjadi Mitra 

Binaan. 

c) Menyusun laporan hasil analisa kelayakan usaha Calon Mitra Binaan 

dan mempersiakan daftar usulan untuk menjadi Mitra Binaan PTPN III 

d)  Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinir segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pelatihan Mitra Binaan. 

e)  Melaksanakan analisa pasar terhadap peluang usaha dari Mitra Binaan 

dan melakukan upaya demi terciptanya hubungan kemitraan usaha 

yang saling menguntungkan antara Mitra Binaan dengan Mitra Binaan, 

Usaha Menengah, Usaha Besar (termasuk PTPN III). 
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f) Merencanakan pembinaan terhadap Mitra Binaan baik melalui 

pelaksanaan pelatihan, pemagangan, pameran dan promosi yang 

bersumber dari dana hibah yang telah dianggarkan. 

d.  Staf Administrasi Keuangan dan Umum. 

Tugas Pokok : 

a) Mengerjakan draf RKA dan RKAP tahunan dengan cara melakukan 

koordinasi antara urusan dan bagian terkait agar RKAP dan RKA yang 

dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perusahaan. 

b)  Mengerjakan draf laporan pelaksnaan PKBL triwulan, semester, dan 

tahunan dengan cara berkoordinasi antar urusan untuk memenuhi Surat 

Edaran Menteri Negara BUMN Nomor : SE-433/MBU/2003. 

c)  Mengerjakan alokasi dana per wilayah kerja PTPN III dengan cara 

berkoordinasi dengan Kebun/Unit. 

d) Mengerjakan draf usulan besarnya bantuan yang diberikan kepada 

Calon Mitra Binaan/Objek Bina Lingkungan dengan cara 

membandingkan hasil analisis dengan pengajuan proposal untuk 

kewajaran pemberian bantuan. 

e) Mengerjakan draf surat perjanjian dengan cara melegalisasikan ke 

Notaris untuk terjaminnya aspek hokum. 

f) Membuat surat teguran I, II, III dengan cara menganalisis pembayaran 

angsuran agar angsuran tertagih lancar. 

g)  Membuat surat usulan Mitra Binaan yang akan di 

rescheduling/reconditioning dengan cara menganalisis kemampuan 

membayar angsuran agar piutang tertagih. 
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e. Staf Urusan Perencanaan. 

Tugas Pokok : 

a) Mengerjakan draf RKAP, RKA dan RKU dengan cara melakukan 

koordinasi antar urusan dan bagian terkait agar RKAP, RKA dan RKU 

yang dibuat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan perusahaan. 

b)  Mengerjakan draf wilayah kerja Kemitraan dan Bina Lingkungan 

dengan cara melakuknn koordinsi antar Bagian Kebun/Unit agar 

bantuan yang disalurkan tepat guna. 

c) Mengerjakan draf Calon Mitra Binaan/Objek Bina Lingkungan yang 

akan dianalisis dengan cara mengevaluasi hasil analisis Distrik 

Manager/General Manager agar pelaksanaan analisa tepat waktu dan 

tepat sasaran. 

d) Mengevaluasi hasil analisis Distrik Manager/General Manager dengan 

cara meninjau objek Calon Mitra Binaan/Bina Lingkungan agar tepat 

guna dan tepat sasaran. 

e) Mengerjakan draf Calon Mitra Binaan/Objek Bina Lingkungan yang 

layak dibantu dengan cara membandingkan hasil analisis dengan 

kondisi usaha/kondisi lapangan objek binaan agar pemberian pinjaman 

tepat guna. 

f. Staf Urusan Pembinaan. 

Tugas Pokok :  

a) Mengerjakan draf RKAP, RKA, RKU dengan cara melakukan 

koordinasi antar urusan dan bagian terkait agar RKAP, RKA, RKU 

dibuat sesuai dengan pedoman yang ditetapkan perusahaan. 
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b) Mengerjakan jadwal pelaksanaan pembinaan terhadap Mitra Binaan 

dengan cara mengadakan pelatihan, pemagangan, pameran agar SDM 

Mitra Binaan meningkat. 

c) Melaksanakan Monitoring kepada Mitra Binaan dengan menyusun 

beberapa draf pertanyaan agar dapat diketahui kendala yang dihadapi 

Mitra Binaan agar diketahui solusinya 

 4.1.3 Bentuk- Bentuk Tanggunjawaban Sosial 

Pelaksanaan tanggung jawab Sosial di perusahaan BUMN diatur oleh 

Peraturan Menteri Negara BUMN (Permenneg BUMN) melalui Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan yang dimaksud 

adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi 

tangguh dan mandiri. Setiap perusahaan pasti mempunyai bentuk program CSR 

masing-masing, berikut adalah susunan bentuk sektor bantuan  CSR untuk 

Program Kemitraan PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yaitu :  

1. Industri 

2. Perdagangan 

3. Pertanian  

4. Perkebunan 

5. Peternakan 

6. Perikanan  

7. Jasa  

8. Sinergi Kemitraan 

9. Hibah 
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Sedangkan untuk Bina lingkungan yaitu program pemberdayaan 

kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Berikut berikut adalah susunan bentuk 

sektor bantuan  CSR untuk Bina Lingkungan PT.Perkebunan Nusantara III 

(Persero) Medan yaitu :  

1. Bencana alam 

2. Pendidikan dan/atau  pelatihan 

3. Peningkatan kesehatan 

4. Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum 

5. Sarana ibadah 

6. Pelestarian alam 

7. Bantuan sosial kemasyarakatan dan/atau pengentasan kemiskinan. 

4.1.4 Laporan Biaya-Biaya Sosial Perusahaan 

Perusahaan telah membuat laporan biaya-biaya sosial perusahaan secara 

sukarela sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 1  

(Revisi 2009) paragraf 12 : “ perusahaan dapat pula menyajikan laporan 

tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah 

(value added statement), Khususnya bagi industri dimana faktor– faktor 

lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang 

menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang 

peranan penting. Hal ini dilakukan PT Perkebunan Nusantara III (Perserp) 

Medan karena saat ini bentuk akuntansi pertanggungjawaban sosial belum 

mempunyai format baku sehingga pelaporannya masih bersifat sukarela. 

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penerapan akuntansi 

pertanggung jawaban sosial adalah pendekatan biaya yang dikeluarkan, yang 
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menggambarkan semua pengeluaran dalam satuan uang untuk setiap kegiatan 

sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pendekatan ini menyajikan daftar 

pengeluaran dari masing-masing aktivitas sosial perusahaan yang diukur dalam 

satuan uang. Pendekatan ini dapat menggambarkan comparability, yaitu hasil 

satu tahun dapat dibandingkan dengan tahun lainnya, dalam hal-hal yang 

berhubungan dengan komitmen keuangan untuk kegiatan sosial. 

Berikut adalah tabel yang memperlihatkan biaya-biaya sosial yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk masyarakat dan lingkungan.  

Tabel 4.1.  

Realisasi Penyaluran Dana Kemitraan Berdasarkan Sektor Usaha Per - 

Tahunnya 

 
Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  

 

Dari tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa biaya-biaya sosial untuk 

program kemitraan yang dialokasikan perusahaan bervariasi dimana pada tahun 

2015 total biaya sosial yang dialokasikan sebesar Rp 13.540.000.000, 

kemudian tahun 2016 mulai mengalami kenaikan sebasar Rp 21.310.000.000 

dibandingkan tahun 2016 pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan 

masing-masing sebesar  Rp 16.019.942.400 dan Rp. 14.776.682.284.  
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Tabel 4.2.  

Realisasi Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan Berdasarkan Sektor 

Bantuan Per Tahunnya 

 
Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  

 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa biaya-biaya sosial untuk bina 

lingkungan yang dialokasikan perusahaan terus mengalami peningkatan  

dimana pada tahun 2015 total biaya sosial yang dialokasikan sebesar Rp 

3.686.979.532, kemudian tahun 2016 mulai mengalami kenaikan sebasar Rp 

13.458.597.637 pada tahun 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan 

masing-masing sebesar  Rp 14.442.132.239 dan Rp. 17.999.173.955. hal ini 

akan di bahas pada hasil penelitian mengapa biaya sosial mengalami hal seperti 

ini. Apa yang menjadi faktor penyebab naik turun biaya sosial. 
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Tabel 4.3 

Persentase Kenaikan / (Penurunan)Total Biaya Sosial Program Kemitraan 

(Periode 2015 S/D 2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

Dari Tabel 4.3 di atas dapat dilihat proporsi biaya sosial yang 

dialokasikan untuk program kemitraan  oleh PTPN III (Persero) Medan 

bervariasi dimana pada tahun 2015 total biaya sosial kemitraan yang 

dialokasikan sebesar Rp 13.540.000.000 atau sebesar 21%, kemudian ditahun 

2016 mulai mengalami peningkatan  sebesar 32% dibandingkan dengan total 

biaya tahun 2015, total biaya sosial tahun 2016 menjadi sebesar                     

Rp. 21.310.000.000 yang berarti adanya kenaikan alokasi biaya sosial sebesar 

12% pada tahun 2016. Pada tahun 2017 alokasi biaya sosial kemitraan 

mengalami penurunan yaitu hanya sebesar Rp 16.019.942.400 atau 24%hal ini 

menjadika alokasi biaya kemkitraan turun hanya menjadi (8%) .  Pada akhir 

tahun 2018, alokasi biaya sosial kemitraan lebih rendah dibandingkan tahun 

2016 dan 2017 yaitu hanya sebesar Rp 14.776.682.284 atau sebesar 23%. Bila 

dibandingkan dengan tahun 2017, maka alokasi biaya sosial tahun 2018 

mengalami penurunan terendah menjadi (2%).  
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Tabel 4.4 

Persentase Kenaikan / (Penurunan)Total Biaya Sosial Bina Lingkungan 

(Periode 2015 S/D 2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

 

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat proporsi biaya sosial yang 

dialokasikan untuk program bina lingkungan  oleh PTPN III (Persero) Medan 

meningkat setiap tahunnya dimana pada tahun 2015 total biaya sosial bina 

lingkungan yang dialokasikan sebesar Rp 2.826.073.332 atau sebesar 6%, 

kemudian ditahun 2016 mulai mengalami kenaikan total biaya bina lingkungan 

yang cukup signifikan sebesar Rp 13.458.596.637 atau sebesar 28% 

dibandingkan dengan alokasi biaya biana lingkungan tahun 2015, alokasi biaya 

bina lingkung tahun 2016 mengalami kenaikan  sebesar 22% . Pada tahun 2017 

total biaya sosial bina lingkungan juga mengalami peningkatan yaitu hanya 

sebesar Rp 16.019.942.400 atau 30% hal ini menjadikan alokasi biaya sosial 

bina lingkungan juga meningkat sebanyak 2%.  Dan pada tahun 2018 total 

biaya sosial bina lingkungan meningkat sebesar Rp 17.999.173.955 atau 37 % 

yang artinya alokasi pada tahun 2018 meningkat sebesar 7% untuk bina 

lingkungan. Hal ini juga dapat diketahui dari perbandingan biaya sosial terhadap 

penjualan bersih dari tahun 2013 sampai 2017 yang tercantum dalam Tabel 4.3 

berikut: 
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Tabel 4.5 

Proporsi Biaya Sosial Program Kemitraan Dari Penjualan Bersih 

(Tahun 2015-2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

Dari Tabel 4.5 di atas tampak bahwa pada tahun 2015 penjualan bersih 

perusahaan sebesar Rp.5.383.366.034.203 sedangkan biaya sosial program 

kemitraan yang dialokasikan adalah sebesar Rp. 13.540.000.000 atau 0,3%  

dari total penjualan bersih. Pada tahun 2016, penjualan bersih meningkat 

sebesar Rp 5.847.818.785.012, meningkatnya penjualan diikuti dengan 

meningkatnya juga biaya sosial kemitraaan yang dialokasikan biaya  adalah 

sebesar Rp 21.310.000 atau 0,4% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2017, 

penjualan bersih perusahaan juga meningkat sebesar Rp 6.002.370.863.637, 

akan tetapi meningkatnya penjualan justru alokasi biaya sosial kemitraan 

menjadi turun hanya  Rp 16.019.942.400 atau 0,3% dari total penjualan bersih. 

Pada tahun 2018, penjualan bersih perusahaan mengalami penurunan sebesar 

Rp 5.628.715.797.628 sedangkan biaya sosial yang dialokasikan sebesar       

Rp 14.776.682.284 atau 0,3% dari total penjualan bersih. Hal ini menjelaskan 

kenaikan penjualan bersih perusahaan bukan tolak ukur bahwa alokasi biaya 

sosial juga ikut mengalami peningkatan, pada tahun 2017, penjualan bersih 

perusahaan juga meningkat sebesar Rp 6.002.370.863.637, akan tetapi 
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meningkatnya penjualan justru alokasi biaya sosial kemitraan menjadi turun 

hanya  Rp 16.019.942.400. 

Tabel 4.6 

Proporsi Biaya Sosial  Bina Lingkungan Dari Penjualan Bersih 

(Tahun 2015-2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

Dari tabel 4.6 tampak bahwa pada tahun 2015 penjualan bersih perusahaan 

sebesar Rp 5.383.366.034.203 sedangkan biaya social untuk program bina 

lingkungan  yang dialokasikan adalah sebesar Rp 2.826.073.332 atau sebesar       

0.1% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2016, penjualan bersih sebesar              

Rp  5.847.818.785.012 sedangkan biaya sosial bina lingkungan yang dialokasikan 

adalah sebesar Rp 13.458.596.637 atau 0.2 % dari total penjualan bersih. Pada 

tahun 2017, penjualan bersih perusahaan sebesar Rp 6.002.370.863.637 , 

sedangkan biaya sosial bina lingkungan yang dialokasikan sebesar                       

Rp 14.442.132.239 atau 0,2% dari total penjualan bersih. Pada tahun 2018, 

penjualan bersih yaitu sebesar Rp 5.628.715.797.628 sedangkan biaya social bina 

lingkungan yang dialokasikan sebesar Rp 17.999.173.995 atau sebesar 0,3 % dari 

penjualan bersih. Hal ini juga membuktikan naik turunnya penjualan bukan 

menjadi patokan alokasi biaya sosial bina lingkungan . seperti pada tahun 2018 

penjualan menurun sebesar Rp 5.628.715.797.628 a kan tetapi alokasi biaya sosial 

meingkat menjadi sebesar Rp 17.999.173.995. 
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Tabel 4.7 

Proporsi Biaya Sosial Biaya Kemitraan Dari Laba Bersih Setelah Pajak 

(Tahun 2015-2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

 

pada tabel 4.7.  dapat dilihat laba bersih setelah pajak PTPN III 

(Persero) Medan pada tahun 2015 sebesar Rp. 596.372.459.810 dengan alokasi 

biaya program kemitraan sebesar Rp. 13.540.000.000 atau 2% dari laba bersih 

setelah pajak, pada tahun 2016 laba bersih setelah pajak mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 911.999.643.578 meningkatnya laba dikuti juga 

dengan meningkatnya alokasi biaya program kemitraan sebesar Rp. 

21.310.000.000 atau  2% dari laba bersih, pada tahun 2017 laba bersih 

meningkat sebesar Rp. 1.395.027.095.900, meningkatnya laba tidak diikuti 

dengan meningkatnya  alokasi biaya program kemitraan justu biaya program 

kemitraan mengalami penurun sebesar Rp. 16.019.942.400, hanya  1% laba 

bersih, dan pada tahun 2018 laba bersih mengalami penurunan sebesar Rp. 

1.266.743.456.939, sehingga alokasi biaya program kemitraan juga mengalami 

penurunan sebesar Rp. 14.776.682.284, atau 1% dari laba bersih setelah pajak. 
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Tabel 4.8 

Proporsi Biaya Sosial Biaya Bina Lingkungan Dari Laba Bersih Setelah 

Pajak 

(Tahun 2015-2018) 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

pada tabel 4.8 dapat dilihat laba bersih setelah pajak PTPN III (Persero) 

Medan pada tahun 2015 sebesar Rp. 596.372.459.810 dengan alokasi biaya 

bina lingkungan sebesar Rp.2.826.073.332 atau 0,5% dari laba bersih setelah 

pajak, pada tahun 2016 laba bersih setelah pajak mengalami peningkatan 

sebesar Rp. 911.999.643.578 meningkatnya laba dikuti juga dengan 

meningkatnya alokasi biaya program bina lingkungan sebesar Rp. 

13.458.596.637 atau 1% dari laba bersih. Pada tahun 2017 laba bersih 

meningkat sebesar Rp. 1.395.027.095.900, untuk  alokasi biaya program bina 

lingkungan juga mengalami peningkatan  sebesar Rp. 14.442.132.239, atau  1% 

laba bersih, dan pada tahun 2018 laba bersih mengalami penurunan sebesar Rp. 

1.266.743.456.939, akan tetapi alokasi biaya sosial bina lingkungan mengalami 

peningkatan sebesar Rp. 17.999.173.955, atau 1% dari laba bersih setelah 

pajak. Rendahnya biaya sosial untuk program bina lingkungan yang dikeluarkan 

oleh perusahaan adalah karena perusahaan belum maksimal dalam memberikan 

bantuan . Dimana jika dilihat pada tabel 4.2 mengenai laporan biaya sosial 

Perkebunan Nusantara IIII (Persero) Medan, perusahaan tidak mengalokasikan 
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dana untuk bantuan peningkatan kesehatan tahun 2015 dan 2016, bantuan 

pelestarian alam tahun 2015 dan 2016.  

Hal ini menjadikan perusahaan belum optimal dalam mengalokasikan 

biaya sosial seperti yang telah diatur diterapkan  sesuai dengan Peraturan 

Menteri BUMN PER-02/MBU/2017 yaitu laba setelah pajak sebesar 2% untuk 

Bina Lingkungan. 

3.1.5. Laporan Keuangan PKBL PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 

Medan  

Berikut adalah laporan keuangan Perusahaan PT Perkebunan Nusantara 

III (Persero) Medan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) 

yang terdiri atas laporan posisis keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan 

1. Laporan Posisis Keuangan  

 

Tabel 4.9.  

Lapora Posisi Keuangan 

 
Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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2. Laporan Aktivitas 

 

Tabel 4.10 

 Laporan Aktivitas 

 

Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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3. Laporan Arus Kas  

 

Tabel 4.11 

 Laporan Arus Kas 

 

Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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4. Catatan Atas laporan Keuangan  

 

 

Tabel 4.12. 

 Catatan Atas Laporan Keuangan Arus Kas & Aktivitas 

 

Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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Sumber : Data yang diperoleh dari bag. PKBL PTPN III (Persero) Medan  
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4.1.6 Hasil Wawancara  

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan melakukan program 

kemitraan sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 1 tahun dan perusahaan juga 

melakukan program bina lingkungan setiap bulannya. Program kemitraan yang 

dilakukan tiga kali dalam setahun karena perusahaan akan melaporkan laporan 

triwulan. Sasaran program ini terdiri dari beberapa sektor usaha yakni 

perdagangan, jasa, pertanian, indutri, perikanan, perkebunan, peternakan dan 

dana hibah. Program kemitraan ini dilakukan dengan cara pemberian pinjaman 

modal untuk pengembangan usaha mitra binaan. 

Program bina lingkungan dilakukan setiap bulannya oleh pihak 

perusahaan dan realisasi dana akan dilaporkan juga setiap bulannya.  Sasaran 

dari program ini yakni bantuan korban bencan alam, bantuan pendidikan dan 

pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan prasarana 

dan sarana umum, batuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam, dan bantuan 

sosial kemasyarakatan dalam pengentasan kemiskinan. 

Menurut Bapak Renpille Sinulingga selaku krani keuangan dan 

pembukuan faktor yang mendorong perusahaan melakukan Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL) karena adanya pembinaan usaha kecil oleh 

BUMN `dilaksanakan sejak terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 

1983. Untuk PTPN III sendiri dibentuknya PKBL pada tahun 1994 yang dana 

nya diambil dari laba perusahaan sebanyak 2% setelah pajak. 

Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menentukan diterimanya 

bantuan yang diajukan untuk program kemitraan tergantung dari hasil survei 

yang dikumpulkan. Sedangkan untuk bina lingkungan tergantung dari 
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pengajuan proposal yang disetujui oleh Kabag PKBL. Dalam menjalankan 

PKBL perusahaan mengalami kesulitan pada proses survei calon penerima 

bantuan, kurangnya sosialisasi tentang PKBL oleh perusahaan kepada 

masyarakat, adanya mitra binaan yang tidak mampu melaksnakan 

kewajibannya untuk membayar cicilan. 

Dalam mengatasi terjadinya kredit macet pada pelaksanaan program 

kemitraan, perusahaan mengambil langkah dengan berkunjung secara langsung 

ke kediaman mitra binaan untuk melakukan penagihan atas tunggakan yang 

ada. Perusahaan juga akan membacklist nama mitra binaan, hal ini akan 

berdampak pada proses peminjaman berikutnya. 

Terdapat beberapa manfaat yang diterima PTPN III atas terlaksananya 

PKBL. Keamanan aset perusaahan dapat terjaga, hal ini dikarenakan pihak 

masyarakat memiliki simpati terhadap perusahaan yang telah memberikan 

sedikit keuntungannya untuk kepentingan bersama. Perusahaan juga berhasil 

menaati peraturan BUMN dengan menerapkan PKBL. PKBL yang terlaksana 

dengan baik akan menaikkan nilai perusahaan dan berdampak pada pelaporaan 

CSR. Pelaporan CSR yang baik akan menarik minat pihak investor dalam 

menanamkan modalnya keperusahaan.  

4.1.  Pembahasan 

4.2.1.  Struktur Organisasi  

Struktur organisasi menunjukkan kerangka atau bagan yang 

menggambarkan jaringan hubungan kerja dan susunan pola hubungan yang 

menunjukkan tugas dan tanggung jawab tugas secara hirarki yang terdapat 

pada suatu perusahaan.  
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Perusahaan ini merupakan sebuah perusahaan perkebunan yang 

bergerak dibidang perkebunan karet dan kelapa sawit. Jika dilihat dari struktur 

organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah terdapat 

pembagian aktivitas kerja atau hirarki kerja yang sudah cukup baik. Setiap 

departemen yang dipimpin oleh seorang  kepala bagian pada perusahaan 

membawahi lagi beberapa departemen, adanya staf-staf ini menunjukkan 

tingkat spesialisasi aktivitas kerja pada perusahaan cukup tinggi, yang akhirnya 

menambah produktivitas masing-masing karyawan. 

Struktur organisasi yang dipakai perusahaan meruakan struktur organisasi 

fungsional. Dimana struktur hirarki yang ada dalam perusahaan berdasarkan 

fungsinya masing-masing. Dengan pembagian fungsi dan tugas yang berbeda 

maka akan mempermudah manajemen dalam mengawasi setiap bidang dalam 

perusahaan.  

Dengan demikian menurut pendapatan penulis, maka struktur organisasi 

perusahaan telah memperlihatkan pemisahan tugas dan wewenang secara tegas 

dan jelas setiap departemen telah diberikan wewenang dan tanggung jawab, hal 

tersebut merupkan bagian yang terpenting dalam fungsi sistem akuntansi 

pertanggung jawaban sosial.   

4.2.2 Jenis Kegiatan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Dalam 

Melaksanakan Kegiatannya Terhadap Lingkungan Masyarakat. 

Perusahaan telah melaksnakan kegiatan pertanggungjawaban Sosial 

yang dibagi dalam dua program yaitu Program Kemitraan dan Bina 

Lingkungan. Adapun susunan bentuk sektor bantuan  pertanggungjawaban 
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sosial untuk Program Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 

Medan yaitu :  

1. Industri 

2. Perdagangan 

3. Pertanian  

4. Perkebunan 

5. Peternakan 

6. Perikanan  

7. Jasa  

8. Sinergi Kemitraan 

9. Hibah 

Sedangkan untuk Bina lingkungan berikut adalah susunan bentuk sektor 

bantuan pertanggungjawaban sosial untuk Bina Lingkungan PT.Perkebunan 

Nusantara III (Persero) Medan yaitu :  

1. Bencana alam 

2. Pendidikan dan/atau  pelatihan 

3. Peningkatan kesehatan 

4. Pengembangan prasarana dan/atau sarana umum 

5. Sarana ibadah 

6. Pelestarian alam 

7. Bantuan sosial kemasyarakatan dan/atau pengentasan kemiskinan. 

Dalam hal ini perusahaan telah memenuhi indikator-indikator 

pertanggungjawaban sosial yang diterapkan oleh Kementrian BUMN. Dimana 
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indiakator – Indikator pertanggun gjawaban sosial yaitu Program kemitraan 

dan Bina Lingkungan.  

4.2.3. Kesesuaian Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial 

Perusahaan  Dengan Ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan tanggung jawabnya dengan mengeluarkan biaya-biaya untuk 

aktivitas-aktivitas sosialnya. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan 

dapat dinilai dari perbandingan biaya sosial yang dikeluarkan perusahaan setiap 

tahunnya. Dari laporan diatas adanya peningkatan biaya- biaya sosial yang 

dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya. Dengan hal ini membuktikan bahwa 

perusahan tidak hanya berfokus pada perolehan laba saja tetapi juga berorietasi 

untuk kepentingan sosial.  

Dalam laporan biaya sosial yang telah di lampirkan diatas, dilihat 

bahwa total dana CSR yang telah dikeluarkan oleh PT Perkebunan Nusantara 

III (Persero) Medan  dalam kurun waktu 4 tahun untuk program kemitraan 

adalah  sebesar Rp. 114.372.600.847.  Dimana bahwa terjadi fluktuasi dari 

tahun ke tahun.  

Dari total biaya sosial keseluruhan yaitu sebesari Rp. 114.372.600.847, 

maka terjadi pembagian yaitu alokasi untuk program kemitraan dan bina 

lingkungan. Dimana biaya masing masing untuk biaya sosial tersebut adalah:  

1. Biaya sosial untuk Program kemitraan  adalah sebesar  Rp65.646.624.684 

2. Biaya sosial untuk kontrbusi terhadap lingkungan adalah sebesar  

Rp48.725.976.163 
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Persentase biaya sosial program kemitraan dan bina lingkungan 

terhadap laba bersih PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. 

 
Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

Tabel diatas memperlihatkan pada tahun 2015 alokasi biaya sosial 

program kemitraan sebesar Rp 13.540.000.000 atau 2 % dari laba bersih dan 

2016 alokasi biaya sosial  program kemitraan sebesar Rp 21.310.000.000 arau 

2% terhadap laba bersih setelah pajak mencapai yang artinya alokasi biaya 

tersebut sudah memenuhi peraturan yang sesuai peraturan Permen BUMN-

02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba setelah pajak sebesar  2 % untuk Kemitraan, 

akan tetapi pada tahun 2017 alokasi biaya sosial program kemitraan sebesar Rp 

16.019.942.400 atau 1% dari laba bersih dan 2018 alokasi biaya sosial program 

kemitraan sebesar Rp 14.776.682.284 atau 1% dari laba sbersih setelah pajak  

hal ini membuktikan bahwa dua tahun terakhir PTPN III (Persero) Medan 

belum optimal dalam mengalokasikan dana kemitraan karena belum mencapai 

proporsi 2% dari laba bersih setelah pajak. 
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Sumber: data yang telah diolah dari Bag. PKBL PTPT III (Persero) Medan 

 

 

Tabel diatas memperlihatkan alokasi biay sosial bina lingkungan setiap 

tahunnya mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 

2.826.073.332 atau 0,5% dari lab bersih setelah pajak. Pada tahun 2016 aloaksi  

biaya sosial bina lingkungan sebesar Rp 13.458.596.637 atau 1% dari laba 

bersih, pada tahun 2017 sebesaRp. 14.442.132.239  atau 1% dari laba berish 

setelah pajak dan tahun 2018 sebesar Rp 17.999.173.955 atau 1% dari laba 

bersih setelah pajak. Meningkatnya setiap tahun alokasi biaya sosial bina 

lingkungan sudah cukup baik akan tetap proporsi setiap tahunnya hanya 1% 

yang artinya belum optimal dalam mengalokasikan biaya karena belum sesuai 

dengan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba setelah pajak 

sebesar  2 % untuk program bina lingkungan. 

Dalam mengalokasi biaya sosial perusahaan PTPN III (Persero) Medan 

belum optimal karean biaya sosial program kemitraan pada tahun 2017 dan 

2018 hanya mencapai proporsi sebesar 1% sedang untuk program bina 

lingkungan dari tahun 2015-2018 proporsi hanya 1% hal ini belum sesuai 

dengan Ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba setelah 

pajak sebesar  2 % untuk program kemitraan dan 2% untuk program bina 

lingkungan. 
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PTPN III (Persero) Medan telah menjalankan pertanggungjawaban 

sosial perusahaan yang bertujuan memberikan rasa kepercayaan pada para 

pemangku kepentingan secara luas, yakni mencakup konsumen, masyarakat 

sekitar, dan juga terhadap Lingkungan. Dalam kaitannya dengan perannya 

sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perseroan juga melaksanakan 

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang program 

kemitraan dan bina lingkungan.  

Perusahaan juga telah membuat laporan keuangan Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan yang terdiri dari beberapa komponen yakni :  

1. Laporan Posisi Keuangan  

2. Laporan Aktivitas 

3. Laporan Arus Kas 

4. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan 

Ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu  Pasal 31 “ (1) Penerapan 

pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program BL bertujuan untuk 

terciptanya informasi keuangan Program Kemitraan dan Program BL yang 

accountable (wajar dan dapat diandalkan) serta auditable. (2) Laporan 

keuangan Program Kemitraan dan Program BL terdiri dari Laporan Posisi 

Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas, serta Catatan Atas 

Laporan Keuangan. (3) Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) disusun dengan menggunakan metode langsung (direct methode). 
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4.2.4 Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial PTPN III (Persero) Medan 

sesuai dengan (PSAK) no. 1  (Revisi 2009) paragraf 12 . 

Penyusunan biaya biaya sosial yang dilakukan oleh PT Perkebunan 

Nusantara III (Persero) Medan adalah dengan mengikuti alur dari bawah 

keatas. Proses penyusunan biaya-biaya sosial dumulai dengan menemukan 

garis besar pedoman biaya-biaya sosial kemudian dibagi menjadi 2 yaitu biaya 

program kemitran dan biaya bina lingkungan. Sehingga dapat dilihat bahwa 

program Tanggung jawab sosial PT Perkebunan Nusantara III (persero) Medan 

tidak terfokus pada masyarakat saja tetapi terhadap lingkungan juga. 

Pelaporan Pertanggungjawaban sosial PTPN III setiap tahunnya di 

laporkan dalam annual report perusahaan. Pelaporan pertanggungjawaban 

terdiri dari beberapa komponn, berikut data laporan biaya sosial yang terdapat 

di annual report :  

Tabel 4.13 

Sumber Dan Penggunaan Dana Program Kemitraan Tahun 2018 

 
Sumber : dari annual report tahun 2018 PTPN III (Persero) Medan 
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Tabel 4.12 di atas menjelaskan sumber dana dan penggunaan untuk 

program kemitraan  pada tahun 2018 dengan  rencana kerja dan Anggaran 

(RKA) dan realisasinya  serta perbandingan. Pada tahun 2018 jumlah dana 

yang tersedia Rka sebesar Rp 95.437.402.254 dan realisasi Rp. 

104.043.277.294 perbandingan RKA dengan Realisasi sebesar 239,45%. 

Sedangkan jumlah penggunaan untuk RKA Rp. 90.259.748.745, realisanya 

sebesar Rp. 90.785.786.893 dengan perbandianag RKA dan realisasi mencapai 

95,13%. 

Tabel 4.14 

Sumber Dan Penggunaan Dana Program Bina Lingkungan Tahun 2018 

Sumber : dari annual report tahun 2018 PTPN III (Persero) Medan 

Tabel 4.14 di atas menjelaskan sumber dana dan penggunaan untuk 

program bina lingkungan  pada tahun 2018 dengan  Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) dan realisasinya  serta perbandingan. Pada tahun 2018 

jumlah dana RKA sebesar Rp 65.124.292.850 dengan realisasi Rp. 

55.392.076.528 perbandingan RKA dengan Realisasi sebesar 85,06%. 
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Sedangkan jumlah penggunaan untuk RKA Rp. 65.124.292.850, dengan 

realisanya sebesar Rp. 53.906.114512 dan perbandianag RKA dan realisasi 

mencapai 82,77%. 

Tabel 4.15 

Penyaluran Dana Kemitraan Per Sektor Tahun 2018 

 
Sumber : dari annual report tahun 2018 PTPN III (Persero) Medan 

 

Tabel 4.15 diatas menjelaskan  penyaluran dana kemitraan per sektor 

tahun 2018 dengan menyertakan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) dan 

realisasinya serta perbendingan %. Untuk alokasi  sektor industri dana 

kemitraan sebesar Rp. 5.119.000.000 atau 80,345 dari RKA. Sektor 

perdagangan sebesar Rp. 20.359.500.000 atau 124,67% dari RKA. Sektor 

pertanian sebesar Rp. 2.910.000.000 atau 48,96% dari RKA, sektor perikanan 

4.295.000.000 atau 116,47% dari RKA, sektor peternakan sebesar Rp. 

13.894.605.000 atau 108,93 dari RKA, sektor perkebunan sebesar Rp. 

28.857.661.000 atau 80,65 dari RKA, sektor jasa sebesar Rp. 20.277.500.000 

atau 111,12% dari RKA, sektor lainnya sebesar Rp. 1.036.000.000 atau 

526,22% dari RKA, sektor hibah sebesar Rp. 3.511.073.815 atau 80,41% darai 

RKA, dan sektor Industri kreatif sebesar Rp. 525.447.078 atau 70,06% dari 

RKA.  
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Tabel 4.16 

Penyaluran Dana Lingkunga Tahun 2018 

 
Sumber : dari annual report tahun 2018 PTPN III (Persero) Medan 

 

Tabel 4.16 diatas menjelaskan  penyaluran dana lingkungan per- sektor 

tahun 2018 dengan menyertakan Rencana Kerja dan Anggran (RKA) dan 

realisasinya serta perbendingan %. Untuk alokasi  sektor Bencana alam sebesar 

Rp. 1.496.533.776 atau 37,02% daraii RKA, sektor pendidikan dan pelatihan 

sebesar Rp. 9.802.829.296 atau 143,28% dari RKA, sektor peningkatan 

kesehatan sebesar Rp. 1.528.368.442 atau 26,20% dari RKA, sektor 

pembangunan sarana dan prasarana umum sebesar Rp. 19.170.613.890 atau 

114,11% dari RKA, sektor sarana ibadah sebesar Rp. 10.526.314.589 atau 

83,83% dari RKA, sektor bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka 

pengentasan kemiskinan sebesar Rp. 9.970.510.677 atau 72,64% dari RKA, 

dan sektor lainnya sebesar Rp. 370.646.800 atau 46,33% dari RKA. 

Tabel diatas menggambarkan laporan tanggung jawab sosial                    

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan  lebih terbuka dan lebih lengkap. 

Pelaporan pertanggungjawaban PTPN III (Persero Medan ) telah sesuai 

dengan (PSAK) no. 1  (Revisi 2009) paragraf 12 yang menyatakan “perusahaan 

dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan 
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hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), Khususnya bagi 

industri dimana faktor– faktor lingkungan hidup memegang peranan penting 

dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna 

laporan yang memegang peranan penting.  Dimana laporan 

pertanggungjawaban telah dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan dengan 

menyertakannya dalam annual report perusahaan setiap tahunnya. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban sosial perusahaan PTPN III (Persero) Medan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

Dalam mengalokasi biaya sosial perusahaan PTPN III (Persero) Medan 

belum optimal karean biaya sosial program kemitraan pada tahun 2017 dan 2018 

hanya mencapai proporsi sebesar 1% dan untuk program bina lingkungan dari 

tahun 2015-2018 proporsi hanya 1% hal ini belum sesuai dengan Ketentuan 

Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba setelah pajak sebesar  2 % 

untuk program kemitraan dan 2% untuk program bina lingkungan. 

Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pertanggungjawaban Sosial yang 

dibagi dalam dua program yaitu Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 

Perusahaan juga telah memenuhi indikator-indikator pertanggungjawaban sosial 

yang diterapkan oleh Kementrian BUMN. Dimana indiakator – Indikator 

pertanggungjawaban sosial yaitu Program kemitraan dan Bina Lingkungan. 

PTPN III (Persero) Medan telah menerapkan Akuntansi 

pertanggungjawaban sosial dengan membuat laporan keuangan Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan yang terdiri dari beberapa komponen yakni 

Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, Catatan Atas 

Laporan Keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sesuai dengan 

Ketentuan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu  Pasal 31 
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Pelaporan Pertanggungjawaban sosial PTPN III setiap tahunnya di 

laporkan dalam annual report perusahaa dan telah sesuai dengan (PSAK) no. 1  

(Revisi 2009) paragraf 12. Dalam hal ini laporan pertanggungjawaban telah 

dilaporkan secara sukarela oleh perusahaan dengan menyertakannya dalam annual 

report perusahaan setiap tahunnya.. 

5.2. Saran  

Berdasarkanha sil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya di 

kemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

wawasan tentang Program kemitraan dan bina lingkunga terhadap tingkat 

kesejahteraan masyarakat. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan 

referensi yang dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan 

penelitian. 

3. Bagi perusahaan khususnya PT.Perkebunana Nusantara III (Persero) harus 

lebih bisa memaksimalkan tanggung jawab nya khususnya di programn 

kemitraan dan bina lingkungan dengan memberikan bantuan berupa 

pembinaan pembiayaan dan pelatihan kepada para mitra perusahaan dan 

mengoptimalkan dalam mengalokasikan dana sosial sesuai dengan yang 

telah ditetapkan Permen BUMN-02/MBU/7/2017 yaitu alokasi laba setelah 

pajak sebesar  2 % untuk program kemitraan dan 2% untuk program bina 

lingkungan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

1. Data Realisasi dana program kemitraan dan bina lingkungan 
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2. Lampiran  wawancara  

 

Daftar Pertanyaan wawancara 

Narasumber  

Kantor PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Bag. Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL).  

Nama : Bapak Renfille Sinulingga  

Jabatan : Krani Keuangan dan Pembukuan 

Daftar wawancara Tanggung jawab sosial Perusahaan  Tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) 

Medan.  

1. Berapa kali program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan dalam 

satu tahun ? 

Jawab : untuk program kemitraan diadakan 3 kali dalam 1 tahun dan bina 

lingkungan direalisasikan setiap bulannya.  

2. Apa saja faktor perusahan mendirikan Program kemitraan dan bina 

lingkungan ?  

Jawab : sejak terbitnya peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 adanya 

pembinaan usaha kecil oleh BUMN.  

3. Bagaimana cara menerima  bantuan dana PKBL ?  

Jawab :  dengan mengajukan proposal dana untuk program kemitraan atau 

bina lingkungan dengan datang ke perusahaan PT Perkebunan Nusantara 

III (persero) Medan di Bag PKBL. 

4. Sektor apa saja yang menerima bantuan program kemitraan ?  

Jawab : yang mnerima bantuan Program kemitraan yaitu sektor industri, 

jasa, dagang, perkebunan, perikanan, peternakan, hiba, sinergi kemitraan  
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5. Sektor apa saja yang menerima bantuan bina lingkungan ?  

Jawab : untuk bantuan bina lingkungan yang menerima bantuan yaitu 

bencana alam, pendididkan, peningkatan kesehatan, bantuan sarana dan 

prasarana umum, bantuan sarana ibadah, pelestarian alam dan pengentasan 

kemiskinan dengan menyediakan lapangan pekerjaan. 

6. Sejak Kapan Program Kemitraan dan Bina Lingkunagn (PKBL) 

Dilaksanakan di perusaan ?  

Jawab : untuk program Kemitraan dan bina lingkungan ada di PT 

Perkebunan Nusantara Persero ( Medan ) ada sejak tahun 1994.  

7. Berapa lama yang dibutuhkan untuk menerima bantuan yanng di ajukan ?  

Jawab : untuk menentukan diterimanya bantuan program kemitraan dan 

bina lingkungan tergantung dari hasil survei yang dilakukan oleh pihak 

pegawai perusahaan.  

8. Apa saja kendala dalam menjalankan PKBL ?  

Jawab : kendala yang sering terjadi yaitu pada proses survei calon 

penerima bantuan, kurangnya sosialisasi tentang PKBL oleh perusahaan 

kepada masyarakat, adanya mitra binaan yang tidak mampu melaksnakan 

kewajibannya untuk membayar cicilan. 

9. Kalangan mana saja yang dapat menerima bantuan PKBL ?  

Jawab : semua kalangan berhak menerima bantuan asalkan sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku dari perusahaan. 
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Daftar Pertanyaan wawancara 

Narasumber  

Kantor PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan Bag. Program Kemitraan 

dan Bina Lingkungan (PKBL).  

Nama : Bapak Renfille Sinulingga  

Jabatan : Krani Keuangan dan Pembukuan 

Daftar wawancara Mengenai Penerapan Akuntansi Tanggung jawab sosial 

Perusahaan  di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.  

1. Sejak kapan Program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan 

perusahaan ?  

Jawab : Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dilaksanakan di 

PT.Perkebunan Nisantara III (Persero) Medan sejak tahun 1994.  

2. Dari mana sumber dana PKBL ?  

Jawab : sumber dana PKBL berasal dari laba setelah pajak perusahaan. 

3. Berapa persen dana yang disisihkan untuk PKBKL ?  

Jawab : sesuai Permen BUMN 02/MBU/7/2017 tentang Program 

Kemitraan dan Bina Lingkungan yaitu laba setelah pajak masing masing 

2%. 

4. Apa manfaat yang diterima perusahaan dengan menjalankan PKBL ?  

Jawab : Terjaganya aset perusahaan, terjalinya hubungan baik antara  

masyarakat dengan perusahaan, dan akan menaikkan nilai perusahaan dan 

berdampak pada pelaporaan CSR. Pelaporan CSR yang baik akan menarik 

minat pihak investor dalam menanamkan modalnya keperusahaan. 
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3. Permohonan Judul Penelitian  
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4. Persetujuan judul Penelitian  
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5. Permohonan Izin riset  
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6. Izin Riset pendahuluan  
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7. Surat Keterangan Dosen Pembimbing  
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8. Balasan Persetujuan Surat Izin Riset Perusahaan  

 

 
 

 

 

 

 



88 

 

 

 

9. Memorendum izin Riset Bagian PKBL  
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10. Berita Acara Pembimbingan Proposal  
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11. Berita Acara Seminar Jurusan Akuntansi 
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12. Pengesahan Proposal  
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13. Beria Acara Pembimbingan Skripsi  
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14. Daftar Riwayat Hidup 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

1. DATA PRIBADI  

Nama     : Khairun Nisa   

NPM     : 1605170195 

Tempat, Tanggal lahir   : Bah Bulian, 20 oktober 1997 

Jenis Kelamin     : Perempuan  

Agama      : Islam  

Kewarganegaraan   : Indonesia  

Anak ke      : 2 ( Dua ) 

Alamat      : Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun  

No Telepon     : 082272664405 

Email      : Kn836758@gmail.com 

 

2. DATA ORANG TUA 

Nama Ayah   : Ponimin 

Pekerjaan     : Karyawan Swasta  

Nama Ibu     : Erli 

Pekerjaan      : Ibu Rumah Tangga  

Alamat      : Bah Bulian, Kec. Raya Kahean, Kab. Simalungun 

No Telepon     : 085373112109 

Email                 : - 

 

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL  

SD      : SD NEGERI 095230 PANDUMAN  

SMP      : SMP SWASTA Ir. H. Djuanda TEBING TINGGI 

SMA      : SMA NEGERI 3 TEBING TINGGI  

Perguruan Tinggi     : UMSU MEDAN  
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